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Pendahuluan 
 
Pemikiran ulama klasik tentang imâmat secara garis besar  dapat dibagi menjadi 
dua kecenderungan. Kecenderungan pertama mencoba membuat idealisasi konsep 
imamah  disertai dengan penolakan , langsung maupun tidak langsung, terhadap 
kenyataan yang dinilainya tidak ideal. Kecenderungan kedua mencoba membuat 
idealisasi konsep imamah tapi disertai dengan kemungkinan-kemungkinan untuk 
mengakomodir kenyataan dan pengalaman historis termasuk kenyataan yang dinilainya 
  
tidak ideal.   
Mereka yang memiliki kecenderungan pertama dapat digolongkan sebagai 
pemikir idealis sementara mereka yang memiliki kecenderungan kedua dapat 
digolongkan sebagai pemikir realis.   
Menurut Hamid Enayat, kelompok sunni pada umumnya memiliki pemikiran 
politik realis, sedangkan  Khawarij dan Syi‟ah pada umumnya memiliki pemikiran 
politik idealis. Menurut beliau selama masih ada kesinambungan pemikiran orang akan 
bisa melihat sikap realisme yang nyata di kalangan sunni, yakni keinginan keras untuk 
menyesuaikan teori dengan praktek. Artinya dibandingkan dengan rekan-rekan Syi‟ah , 
teori kekhalifahan Sunni antara abad kelima sampai abad kedelapan, lebih banyak 
menunjukkan keluwesan dalam menyajikan gagasan mereka dengan realitas-realitas 
politik.  
Imam al-Haramain Al-Juwaini, dikenal sebagai tokoh Sunni pada zamannya. . 
Sebagai orang sunni ia diduga memiliki pemikiran politik yang realis. Akan tetapi dalam 
pemikiran teologinya ia ternyata memiliki paham tersendiri yang berbeda dengan paham 
Asy‟ariyah atau Sunni pada umumnya. Harun Nasution mengatakan bahwa al-Juwaini 
atau Imam al-Haramain mempunyai konsep kalam yang menyimpang  dari paham 
Asy‟ariyah dan dekat dengan konsep kalam Mu‟tazilah.  Ahmad Amin  menggambarkan 
ia sebagai orang yang telah kembali  dengan melalui jalan berbelok-belok kepada ajaran 
Mu‟tazilah.Tsuraya Kiswati Farhan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Imam 
al-Haramain  memiliki pemikiran teologi yang independen , tidak mengikuti salah satu 
aliran yang ada pada masa itu. 
Bila dalam bidang teologi pemikiran Imam al-Haramain tidak bisa  dimasukkan 
kedalam kelompok Asy‟ariyyah  maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah  
tepatkah bila dalam pemikiran  politiknya ia dimasukkan kedalam kelompok pemikir 
realis seperti kecenderungan Sunni pada umumnya.  Bila benar , maka  bagaimana corak 
realisme yang dia kembangkan?   
Kemudian, mengingat dalam sejarah umat Islam dimasa klasik antara agama dan 
politik tidak bisa dipisahkan maka pertanyaan tambahan yang bisa diajukan adalah 
bagaimana  hubungan antara agama dan kekuasaan dalam pandangan Al-Juwaini Imam 
al-Haramain. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hubungan antara penguasa dan 
rakyat.  
Sumber primer penulisan disertasi ini adalah kitab karya Imam Al-Haramain 
yang berjudul  Ghiyâts al-Umam fi iltiyâts al-Zhulam atau yang dikenal dengan sebutan 
al-Ghiyâtsi. Karya-karya tulis para ulama yang membicarakan imamah atau siyasah 
digunakan sebagai sumber sekunder. 
Sejalan dengan sumber data yang digunakan,penelitian ini menggunakan metode 
penelitian pustaka ( library research) dengan teknik deskriptif analitis dengan 
pendekatan komparatif. Sejalan dengan disiplin ilmu yang ingin diperkaya, penelitian ini 
menggunakan pendekatan juridis ,politis dan sosiologis. 
Penelitian ini setidak-tidaknya memiliki dua kegunaan yakni kegunaan akademis 
dan kegunaan praktis. Secara akademis penelitian ini berguna bagi pengembangan teori 
politik dalam Islam. Adapun secara praktis penelitian ini bisa digunakan untuk alat 
  
justifikasi atau alat legitimasi bagi pilihan politik yang diambil penguasa maupun 
rakyat.. 
Disertasi ini terdiri dari tujuh bab yang satu sama lain aling berkaitan. Setelah 
bab pendahuluan , dilanjutkan dengan pembahasan tentang kehidupan sosial politik dan 
agama pada abad kelima hijriyah dan pokok-pokok pemikiran Imam al-Haramain 
tentang imamat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hubungan agama 
dan kekuasaan serta hubungan penguasa dan rakyat. Dalam disertasi ini juga dilakukan 
analisis perbandingan dengan cara membandingkan pemikiran Imam al-Haramain 
dengan pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali, serta dengan membandingkannya dengan 
pemikiran yang berkembang di kalangan Khawarij, Syi‟ah dan Mu‟tazilah. Setelah itu 
baru dibuat kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan pertanyaan penelitian yang 
diajukan.    
 
 
 Kehidupan Sosial Politik dan Agama pada Abad Kelima Hijriyah 
 
Imam al-Haramain hidup pada abad kelima hijriyah , tepatnya dari tahun 419 – 
478 H.  Oleh karena itu, kehidupan sosial, politik maupun agama pada masa itu sedikit 
banyak akan mempengaruhi prilaku maupun pemikiran Imam al-Haramain. Selama 
hidupnya sekitar 59 tahun  al-Juwaini mengalami tiga kekhalifahan Abbasiyah yaitu 
Ahmad al-Qadir Billah (38l-422 H.), Abdullah al-Qa‟im bi Amrillah (422-467H.) dan 
Abdullah al-Muqtadir Billah (467-487 H.). Ketiga khalifah ini dalam sejarah bisa 
dikatakan tidak punya peran yang menonjol karena pada waktu itu dinasti Abbasiyah 
dalam keadaan lemah. 
Khalifah tidak lebih hanya sebuah boneka. Wewenang seorang khalifah hanya 
berlaku untuk soal-soal keagamaan. Ia hanya diperkenankan untuk berkhutbah jum‟at di 
mesjid. Kekuasaan dan perbendaharaan negara berada di tangan para pembantu, amir 
atau kepala rumah tangga istana. Pada waktu itu di dunia Islam telah muncul tiga dinasti 
yang dalam waktu bersamaan menggunakan khalifah atau amir al-mu‟minin sebagai 
gelarnya dan masing-masing merasa dirinya sebagai penguasa tertinggi yakni dinasti 
Abbasiyah, dinasti Fatimiyyah dan dinasti Bani Umayah. Dinasti Abbasiyah dan Bani 
Umayyah merupakan representasi politik Sunni sementara dinasti Fatimiyyah dinilai 
sebagai representasi politik dari kelompok Syi‟ah Isma‟iliyah. Dalam sejarah, masa itu 
disebut sebagai masa disintegrasi yang ditandai dengan munculnya berbagai dinasti 
kecil dengan seorang sulthan sebagai penguasanya. 
Meskipun keadaan politik dunia Islam terpecah, keutuhan dan kesatuan umat 
Islam mengalami disintegrasi, namun gerakan pemikiran dan perkembangan ilmu 
pengetahuan justru semakin menanjak dan menunjukan prestasi gemilang. Para amir dan 
sulthan memberikan dorongan dan perlindungan kepada kaum intelektual sehingga 
berbagai kegiatan intelektual dan ilmiyah berkembang dimana-mana. Para penguasa 
lokal yang terdiri dari para amir dan sultan itu saling berlomba, bersaing dan saling 
mengungguli satu sama lain. Mereka berlomba menarik hati kaum sarjana dan ilmuwan 
untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi bagi kedudukannya. Akibatnya peradaban 
  
dan kebudayaan Islam tidak hanya terpusat di beberapa kota tertentu seperti Baghdad, 
Bashrah dan Kufah, melainkan menyebar ke seluruh kota kecil di dunia Islam. Muncul 
tokoh-tokoh filsafat seperti Ibnu Sina yang berasal dari sebuah tempat di tepi pantai 
selatan laut Kaspia di kawasan Bukhara, al-Farabi, al-Kindi, al-Razi,Ikhwan al-Shafa, 
al-Gazali dan lain sebagainya. Di antara tokoh-tokoh ini  ada yang menulis pemikiran 
yang berkaitan dengan politik, seperti al-Farabi (257-339/870-950), Ibnu Sina (370-
425/980-l033) dan al-Gazali(450-505/l058-1111) .  Pada masa itu juga muncul pemikir 
politik lain seperti al-Mawardi (364-450/975-l059). 
Selain tokoh-tokoh ahli filsafat dan politik, muncul pula tokoh-tokoh ahli teolog 
seperti  Abu  Hasan al-Asy‟ari,  al-Juwaini, al-Baqillani,al-Qadli Abd al-Jabbar, al-
Juba‟i, al-Maturidi dan lain-lain. Juga muncul tokoh-tokoh ilmu pengetahuan seperti al-
Biruni, Ibnu Haitsam, Ibnu Hayyan, al-Khawarizmi, al-Mas‟udi da lain-lain. 
Di samping terjadi perkembangan ilmu pengetahuan , juga terjadi pertentangan 
antara bermacam-macam ideologi khususnya antara paham Sunnah dan Syi‟ah. 
Pertentangan antara kedua paham ideologi khususnya dalam bidang politik, ikut 
memperburuk situasi sosial politik umat Islam pada waktu itu.Ideologi-ideologi ini 
terkadang digunakan oleh amir atau sultan sebagai alat untuk mendapatkan pembenaran 
atau legitimasi atas kekuasaan mereka dan terkadang digunakan juga untuk menggiring 
atau mengarahkan rakyat agar mengikuti paham yang dianut oleh penguasa dengan cara 
menyingkirkan paham lain yang dipandang tidak sejalan. Misalnya rezim Ghaznawiyah 
dan Seljukiyah  memperjuangkan paham Sunnah sedang rezim Fatimiyah dan 
Buwaihiyah mempertahankan dan memperjuangkan paham Syi‟ah. 
Pada masa itu juga terdapat pertentangan antara berbagai macam madzhab dalam 
fiqih atau hukum Islam. Pertentangan antara madzhab Syafi‟iyah dan madzhab 
Hanbaliyah, menambah keadaan umat Islam semakin runyam. Tatkala pengikut aliran 
Hanbaliyah melarang orang mengeraskan bacaan basmalah dalam shalat dan melarang 
bacaan qunut pada shalat shubuh serta menyuruh orang mengulangi azan, maka para 
pemuka Syafi‟iyah menjadi murka. Karena semua itu merupakan ajaran yang 
bertentangan dengan ajaran madzhab Syafi‟iyah. Menyadari akan keadaan yang semakin 
genting,penganut madzhab Hanbaliyah menarik ajarannya kembali dari peredaran 
umum. Suasana negara menjadi tenang kembali.Kekacauan di bidang politik, ideologi, 
hukum dan bidang kehidupan sosial lainnya terjadi di mana-mana. Tidak terbatas pada 
kota-kota penting seperti Baghdad, Kufah,Bashrah dan lain sebagainya, tetapi hampir di 
semua tempat dan wilayah terjadi kekacauan politik sosial. Semuanya terjadi karena 
timbulnya ashabiyah antar golongan yang berlebihan. 
Dalam pada itu Khurasan yang beribukotakan Nisapur tidak terlepas dari 
kekacauan yang sama. Wilayah yang terletak di sebelah timur laut Baghdad itu menjadi 
ajang perebutan antar berbagai macam dinasti. Hal itu disebabkan oleh keluasan dan 
kesuburan tanahnya. Dimulai dengan kekuasaan dinasti Shafariyah yang sempat 
menguasainya sejak tahun 254 H., dan merebut Ibukotanya Nisapur pada tahun259/873 . 
Setelah itu Khurasan jatuh ke tangan  dinasti Samaniyah pada tahun 290 H. Kemudian 
datang pula kekuasaan dinasti Ghaznawiyah,Buwaihiyah,dan Saljukiyah yang saling 
memperebutkan dan menguasai daerah tersebut secara bergantian.Bersamaan dengan 
  
pergantian penguasa yang datang, berganti pula ideologi yang diperjuangkan para 
penguasa negara. Masing-maasing penguasa ingin mengubah ideologi rakyatnya dengan 
ideologi yang dibawanya. Ghaznawiyah dikenal sebagai dinasti yang berpaham sunni, 
sedang Buwaihiyah dikenal sebagi rezim yang berpaham Syi‟i, sementara Saljukiyah 
dikenal sebagai dinasti yang berpaham sunni. 
Dalam suasana dunia Islam yang sangat kacau , baik di bidang politik, sosial 
maupun agama itulah , di Nisapur lahir dan dibesarkan seorang lelaki yang bernama 
Abu al-Ma‟ali Abdul Malik al-Juwaini  yang kemudian diberi gelar Imam al-Haramain. 
Nisapur sendiri tergolong kota yang paling bergengsi di antara berbagai kota yang ada di 
Khurasan. Masyarakatnya dinamis karena di situ tempat sisa-sisa peninggalan 
kepercayaan Persia, India, Yunani dan Suryani. Beberpa kepercayaan ini seakan-akan 
tenggelam dalam arus pemikiran filsafat dan dalam berbagai aliran dan golongan yang 
berbeda. Polemik dan perdebatan tidak bisa dihindari. Ia merupakan lingkungan ilmu, 
kebudayaan, pemikiran dan ide yang saling bercampur dengan bebas. Latar belakang 
inilah yang ikut berpengaruh dalam kepribadian Imam al-Haramain sehingga ia menjadi 
orang penting dalam sejarah perkembangan pemikiran umat Islam. 
 
 
Pokok-Pokok Pemikiran al-Juwaini Imam al-Haramain tentang Imamah  
 
 
Imamah dalam pandangan al-Juwaini Imam al-Haramain adalah kepemimpinan 
yang sempurna dan umum yang berkaitan dengan masalah khusus dan umum yang 
menangani persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan agama dan dunia, 
Mendirikan imamat menurutnya, hukumnya wajib  bila memungkinkan („inda al-imkân) 
.  
Menurut al-Juwaini, orang yang berakal akan tahu bahwa memelihara ketertiban 
masyarakat merupakan tuntutan syara‟. Jika manusia  dibiarkan bebas tanpa adanya 
ikatan yang mengikat mereka, tidak ada orang kuat yang bisa mencegah orang yang 
dengan seenaknya mengikuti nafsu syaitan, padahal nafsu serta kepentingan manusia 
amat beragam, maka akan timbul konflik dan kekacauan. Walhasil menurut beliau, hal-
hal negatif yang bisa dikekang  Allah melalui tangan penguasa jauh lebih banyak 
ketimbang hanya melalui al-Qur‟an. 
Bagi al-Juwaini seorang yang akan diangkat menjadi imam harus memiliki 
integritas dan kemandirian (istiqlâl). Oleh karena itu seorang yang dicalonkan sebagai 
imam, indera penglihatan dan pendengarannya harus bisa berfungsi dengan baik. Orang 
yang buta sama sekali  dan orang yang tuli sama sekali  tidak akan bisa mandiri dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaan.  Oleh karena itu dia tidak bisa diserahi tugas 
sebagai imam. Adapun kekurangan yang berkaitan dengan anggota fisik yang lain, maka 
dapatlah dikatakan bahwa setiap kekurangan yang tidak mempengaruhi pemikiran dan 
tugas-tugas fisik yang perlu dilakukan oleh imam, maka tidaklah menjadi peresoalan. 
Oleh karena itu , Imam boleh saja dijabat oleh orang yang dipotong (kelaminnya) atau 
orang yang dikebiri, orang yang buta sebelah matanya  dan orang yang pesek 
  
hidungnya. 
Tentang nasab atau keturunan quraisy, al-Juwaini mengaku bahwa syarat ini 
adalah syarat yang lazim  ditetapkan oleh para ulama. Nasab ini dijadikan syarat oleh 
para ulama karena banyak riwayat dari nabi yang menyatakan al-a‟immat min quraisy. 
Saya sendiri , kata al-Juwaini, tidak mendukung pendapat ini karena periwayat hadits ini 
masih terbatas, belum mencapai tingkat mutawatir. 
Dari tinjauan sosio historis , al-Juwaini mengakui bahwa syarat ini amat 
mengikat umat Islam pada masa lalu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, belum ada 
seorangpun yang bukan keturunan quraisy berani tampil sebagai imam meskipun ia 
tergolong orang kuat yang amat mungkin merebut kekuasaan. 
Adapun sifat lain yang diperlukan oleh seorang imam adalah lelaki, merdeka, 
memiliki akal yang cerdas dan dewasa. Syarat-syarat ini oleh al-Juwaini dianggap 
sebagai sifat-sifat yang lazim. Beliau tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang 
sifat-sifat ini karena dinilainya sudah cukup jelas, kecuali sedikit komentar tentang 
kepemimpinan wanita dengan menyatakan bahwa wanita lazimnya mengikuti apa yang 
diperintahkan oleh pelindungnya.Di samping itu karena sebagian besar tugas-tugas 
imamah menghendaki tampilnya imam di hadapan massa,maka dalam hal ini wanita 
tidak  punya kemandirian  
Syarat lainnya yang harus ada pada imam adalah ilmu. Syarat ini oleh al-Juwaini 
dinamai sifat al-muktasabah (yang harus diperoleh oleh seorang imam). Yang dimaksud 
berilmu adalah bahwa imam haruslah seorang mujtahid,memiliki sifat-sifat mufti. 
Alasannya sebagian persoalan agama yang muncul  di masyarakat berkaitan langsung 
atau tidak langsung dengan tugas imam mengingat tugas imam adalah menegakkan yang 
ma‟ruf dan melarang yang munkar. Bila seorang imam tidak memiliki kemandirian 
dalam bidang ilmu syari‟at, niscaya dia akan membutuhkan ulama untuk ditanya dalam 
berbagai persoalan nyata yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan 
imam tidak konsisiten atau konsekwen dan tidak manidiri. 
Sifat lain   yang harus dimiliki imam adalah takwa dan wara‟. Kedua sifat ini 
harus ada pada imam karena orang yang fasik tidak diterima menjadi saksi dalam 
persoalan pailit, maka bagaimana mungkin ia akan memimpin kaum muslimin secara 
keseluruhan. Bapak yang fasik betapapun dia sayang pada anaknya,dia tidak akan 
dipercaya mengelola harta anaknya, maka bagaimana mungkin seorang fasik bisa 
dipercaya memegang imâmat al-uzhma padahal dia tidak takwa kepada Allah. Orang 
yang fasik, akalnya tidak bisa meluruskan keinginan serta nafsu yang mendorongnya 
berbuat jahat. Bila akalnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri bagaimana dia akan 
bisa  membawa kebaikan dalam mensiasati garis kebijaksanaan imam.Sungguhpun amat 
menekankan ketakwaan imam, Al-Juwaini tidak sependapat dengan golongan Syi‟ah  
imamiyah yang mewajibkan seorang imam itu ma‟shum. Seorang imam kata al-Juwaini 
tidak wajib terpelihara (ma‟shum) dari kesalahan-kesalahan kecil.  
 Menurut al-Juwaini tujuan syari‟at adalah mendorong manusia agar memiliki 
prilaku yang terpuji (akhlakul karimah) dan terhindar dari prilaku yang tercela dengan 
jalan memberi petunjuk mana yang harus diperbuat dan mana yang harus dihindari serta 
hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan dan hal-hal apa yang sebaiknya dihindari. Dalam 
  
pada itu adanya dorongan nafsu yang cenderung tergesa-gesa dan ingin segera 
mendapatkan hasil kenikmatan duniawi dengan mengabaikan rambu-rambu yang ada, 
menimbulkan adanya persaingan,pertentangan bahkan permusuhan. Maka datanglah 
syari‟at untuk memberikan batas yang tegas antara halal dan haram antara adil dan 
zhalim yang diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan janji adanya pahala 
dan keberuntungan bagi yang taat dan dosa serta siksaan bagi yang durhaka.   
 Akan tetapi, karena sebagian besar manusia tidak bisa mengendalikan dirinya 
dari hawa nafsu meskipun sudah ada janji dan ancaman, anjuran dan peringatan, maka 
Allah menetapkan sulthan dan ulil amri yang bisa mengatur pembagian hak dan 
kewajiban dan bisa mencegah orang yang bermaksud berbuat aniaya. Sehingga 
teraturlah kehidupan dunia dan menjadilah agama sebagai penuntun mereka.  Pada 
umat-umat yang lalu, nabi yang diutus oleh Allah selalu didukung dan disokong oleh 
sulthan yang mempunyai kekuasaan, bahkan sebagian rasul memiliki kedua predikat ini 
sekaligus yakni sebagai nabi dan penguasa seperti Dawud, Musa dan Sulaiman.  
Sewaktu Allah SWT mengakhiri risalah kenabian di dunia dengan mengutus 
Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang dilengkapi dengan hujjah dan senjata dan 
menjadikannya imam dalam masalah agama dan dunia, maka risalahnya itu merupakan 
puncak kenabian (sayyid al-nabiyyin). Misi inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Abu 
Bakar.  
 Atas dasar latar belakang inilah, maka menurut al-Juwaini, imam mempunyai 
tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan persoalan agama dan tugas serta kewajiban 
yang berkaitan dengan persoalan dunia. 
Menurut al-Juwaini seseorang bisa ditetapkan menjadi imam, melalui tiga cara, 
melalui bai‟at dari ahl al-hall wa al-aqd, melalui penunjukan dari imam sebelumnya ( 
tauwliyat al-ahd min imâm), dan melalui pengambilalihan hak pada saat ia merupakan 
satu-satunya orang yang berhak. 
Al-Juwaini tidak bisa menerima pendapat golongan imamiah yang menyatakan 
bahwa Nabi telah menetapkan imamah kepada Ali. Beliau mengajukan argumentasi 
dengan menyatakan bahwa jika benar ada nash dari syara‟ tentu seorang muslim tidak 
akan ragu mengikutinya karena ta‟at kepada Nabi hukumnya wajib berdasarkan ijma. 
Pada waktu para sahabat berkumpul di Tsaqifah, muncul berbagai pendapat pada 
saat akan menentukan pemimpin atau khalifah. Perbedaan itu baru bisa diredakan 
setelah diajukan sabda Nabi yang berbunyi : “Qoddimû quraisyan wa lâ taqaddamûha “ 
dan hadis yang berbunyi : “Al a‟immatu min quraisyin “ 
Al-Juwaini sendiri menyatakan bahwa peristiwa Tsaqifah ini memberikan 
gambaran yang tegas bahwa dalam situasi kritis manusia membutuhkan pelindung yang 
bisa merumuskan dan memecahkan persoalannya. Dan kenyataan menunjukkan bahwa 
Abu Bakarlah yang disepakati  untuk dibai‟at dan dijadikan pemimpin. Dengan 
ditetapkannya Abu Bakar sebagai Imam maka masyarakat merasa tenteram. Bila 
Rasulullah SAW telah menetapkan  Ali sebagai penggantinya, niscaya akan ada yang 
mengatakan ; “mengapa kalian melakukan kezaliman dengan meningalkan nash yang 
ditentukan oleh syara” . Jadi jelaslah bila ada nash mustahil nash itu disembunyikan dan  
tentu ada orang  yang mengingatkan . 
  
Penjelasan yang telah disebutkan tadi menurut al-Juwaini melahirkan dua 
kesimpulan. Pertama batalnya madzhab atau aliran  yang menyatakan adanya nash. 
Kedua adanya kepastian bahwa Rasulullah sama sekali tidak menunjuk dan mengangkat 
penggantinya. 
Al-Juwaini mengakui bahwa dijadikanya ijma sebagai dasar ketetapan hukum 
akan mendapat kritik baik dari segi akal maupun naqal. Dari segi akal bisa dikatakan 
bahwa tidak mustahil manusia sepakat dalam hal yang batal. Menurut akal sesuatu yang 
disepakati tidak bisa dijadikan jaminan atas kebenarannya. Dalam pada itu tidak ada 
nash dalam kitabullah yang menyatakan bahwa keputusan ijma itu final tidak lagi 
menerima takwil. Kalaupun ada hadis “La tajtami‟u ummatî „ala dlalâlatin “ maka 
hadits itu pun bukan hadits yang mutawatir.  
Terhadap kritik semacam ini Al-Juwaini memberikan jawaban sebagai berikut. 
Bila ulama telah sepakat terhadap suatu keputusan yang  merinci tentang halal dan 
haram, sedang jumlah mereka banyak sehingga menurut pemikiran tidak mungkin 
mereka akan sepakat dalam kebohongan dengan sengaja, mereka tersebar di berbagai 
penjuru negri dengan lingkungan yang berbeda-beda, dan ketetapan itu telah 
berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka jelaslah bahwa yang mendorong 
mereka demikian sepakat adalah adanya tuntutan yang pasti dari syara. Tanpa tuntutan 
yang pasti dari syara, mustahil mereka bisa sepakat. 
Menurut Al-Juwaini ijma adalah tumpuan bergantungnya hukum dan sistem 
Islam, ujung dalam pelaksanaan agama dan sebagai sarana memelihara kemaslahatan 
kaum muslimin. Sebagian besar persoalan syari‟at, katanya, adalah persoalan ijtihad 
dalam arti tidak ada nash sharih baik dari Al-Kitab atau Al-Sunnah sehingga memberi 
peluang terhadap adanya perbedaan dan karenanya untuk mengukuhkan atau 
menampilkannya diperlukan ijma. Dalam hal demikian, ijma menjadi patokan. Tanpa 
patokan ini tidak ada lagi ukuran yang bisa dipandang adil. 
Kekuatan ijma itu sendiri, katanya menambahkan, didasarkan atas uruf dan 
pengalaman sejarah. Setiap persoalan yang menyangkut kenegaraan, agama dan aliran-
aliran akan selalu memerlukan adanya kesepakatan untuk mengakomodir berbagai 
pendapat yang berbeda. Dengan cara beginilah persoalan agama dan negara akan teratur. 
Bila menusia dilepaskan begitu saja mengikuti madzhab-madzhab yang berbeda maka 
mustahil mereka bisa mempertahankan eksistensinya. Mereka akan hancur dalam 
pertentangan. 
Jadi ringkasnya, katanya, kesepakatan para ahli akan melahirkan kepastian 
dalam menghadapi masalah-masalah zhanni. Dan kesepakatan itu sendiri dalam 
pandangan akal mustahil terjadi bila tidak sejalan dengan semangat naqli.  
Kemudian terhadap pertanyaan begaimana prosedur atau tata cara seseorang bisa 
ditetapkan menjadi imam, al-Juwaini menyebut adanya tiga cara yakni pemilihan , 
penunjukan dan pengambilalihan kekuasaan.  Ketiga-tiganya diambil dari pengalaman 
sejarah.  
Terhadap cara yang pertama yakni pemilihan yang dilakukan oleh ahl al-hall wa 
al-aqd, muncul persoalan  yang sering menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama 
yakni tentang jumlah mereka yang duduk dalam dewan pemilih. Sebagaimana biasa 
  
dalam setiap pembahasan, al-Juwaini selalu membagi dan memilih mana yang qath‟i 
dan mana yang zhanni. Menurut beliau, yang sudah pasti (qath‟i) bahwa dalam proses 
penetapan imam , tidak disyaratkan adanya suara bulat (kesepakatan) dari seluruh dewan 
pemilih. 
Dalam memperkuat pernyataannya ini beliau mengemukakan argumen historis 
dengan mengatakan bahwa bai‟at terhadap Abu Bakar sudah dianggap sah dan 
karenanya kekuasaan dan keputusannya efektif. Dia bisa menghimpun dan memobilisir 
kekuatan militer untuk menyerang mereka yang menolak membayar zakat. Dia juga 
berhak menarik dana dari rakyat dan membelanjakannya untuk berbagai keperluan. Abu  
Bakar bisa mengambil tindakan seperti itu tanpa harus menunggu tersebarnya berita 
bai‟at ke seluruh penjuru negeri Islam dan tidak perlu menungu bai‟at dari mereka yang 
pada waktu itu tidak berada di Madinah. Inilah yang terjadi dalam pemilihan para 
khalifah yang empat dan persoalan ini tidak perlu diragukan lagi. 
Pertimbangan lain yang oleh al-Juwaini digunakan untuk memperkuat 
pendapatnya adalah bahwa tujuan didirikannya imamat untuk menjaga  serta menangani 
berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan kepentingan Islam. Sebagian besar 
persoalan kritis tidak bisa dibiarkan begitu lama. Jika penyelesainnya ditunda maka hal 
itu akan membawa madlarat yang justru lebih sulit dikendalikan. 
Dengan demikian tampak bahwa al-Juwaini menggunakan ijma bukan hanya 
sebagai dasar hukum wajibnya imamah menurut syara tapi juga sebagai dasar hukum 
bahwa aqad imamah tidak perlu dilakukan oleh seluruh ahl al-hall wa al-aqd. Dan yang 
menarik lagi dari pandangan al-Juwaini ialah bahwa ijma khususnya dalam persoalan 
politik tidak mesti harus suara bulat. Ijma sudah dianggap terjadi bila ketetapan telah 
mendapat dukungan mayoritas. 
Dukungan mayoritas menurutnya menjadi penting sebab dengan diperolehnya 
sebanyak mungkin pengikut, penolong, partai-partai (asyyâ‟) , seorang imam akan 
memperoleh  kekuatan yang efektif (al-Syaukat al-Dhahirat) yakni kekuatan yang bisa 
memaksa. Sehingga bila timbul pergolakan dari mereka yang tidak sependapat akan 
dengan mudah dikalahkan oleh para pengikut imam.Pemikiran semacam ini menurut al-
Juwaini sejalan dengan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama bahwa bai‟at 
yang dilakukan oleh satu orang Ahl al-Hall wa al-Aqd secara sembunyi terhadap 
seseorang yang layak menjadi imam belum memiliki kekuatan karena tidak bisa 
melahirkan kekuasaan yang memaksa. 
Akan tetapi, katanya, bila ada seorang yang cukup berpengaruh, banyak 
pengikutnya, menjadi panutan dalam kaumnya, kemudian membaiat orang yang 
dipandang layak menjadi imam, maka bai‟at itu cukup kuat. Kebalikannya bai‟at yang 
dilakukan oleh banyak orang yang kurang atau tidak berwibawa tidak akan melahirkan 
kekuatan yang bisa memaksa dan karenanya tidak bisa menjadikan imamah itu berdiri 
tegak. 
Jadi meskipun al-Juwaini tidak mensyaratkan adanya suara bulat dari seluruh 
Ahl al-Hall wa al-Aqd akan tetapi beliau mengakui bahwa dukungan yang luas dari 
seluruh lapisan masyarakat amat diperlukan bagi efektifitas imamah. Artinya disamping 
kuantitas dukungan, al-Juwaini juga mementingkan kualitas dukungan. Hal ini tampak 
  
dari pernyatannya bahwa meskipun mubayi‟(ahl al-hall wa al-aqd) tidak harus seorang 
mujtahid tapi dia harus termasuk di antara orang yang bisa menambah poin kekuatan 
untuk tegaknya imamat.  
Di sini tampak sekali bahwa al-Juwaini berusaha mengabungkan antara 
keabsahan dilihat dari sisi hukum dengan efektifitas imamah sebagai kekuatan politik. 
Jadi bila terhadap Al-Juwaini diajukan pertanyaan sahkah  bai‟at yang dilakukan oleh 
dua , tiga atau empat orang ahl al-hall wa al-aqd terhadap seorang imam. Al-Juwaini 
tentu akan menjawab sah tapi tidak akan efektif bila tidak didukung oleh kekuatan-
kekuatan politik yang lain. Di sini al-Juwaini melihat bahwa dalam persoalan politik 
efektifitas imamah lebih penting ketimbang persoalan keabsahan dilihat dari ukuran 
yuridis normatif.  
Cara kedua yang beliau tawarkan adalah melalui penunjukan atau tauwliyatul 
ahdi. Tauwliyatu al-ahdi  menurut al-Juwaini dibolehkan atas dasar ijma.  Alasannya 
pada waktu Abu Bakar menjadi khalifah, beliau mewariskan khilafah itu kepada Umar. 
Pada waktu itu tidak ada sahabat Rasul yang mengingkari sehingga hal itu diyakini oleh 
sebagian besar ulama sebagai salah satu cara menetapkan imamat.  Lagi pula imam yang 
masih berkuasa yang dulu diangkat melalui pemilihan dan dipandang sebagai teladan 
masyarakat karena keberhasilannya dalam memimpin , lebih berhak  untuk 
menyerahkan kekuasaannya kepada orang yang dipilihnya sendiri. Al-Juwaini dalam hal 
ini hanya memberikan catatan bahwa orang yang ditunjuk sebagai putra mahkota harus 
memenuhi syarat. Jika ia memenuhi syarat dan menerima penunjukan itu maka ia secara 
otomatis akan menggantikan kedudukan imam, manakala imam yang menunjuk 
meninggal dunia.  
Prosedur ketiga yang bisa digunakan untuk memunculkan imam menurut al-
Juwaini adalah pengambilalihan kekuasaan. Bila ada seseorang, dengan berbagai 
kemampuan yang dimiliki, mengaku sebagai penguasa kemudian ia mengajak manusia 
untuk ta‟at kepadanya maka kemungkinannya bisa bermacam-macam. Kemungkinan 
pertama, orang itu memang pantas menjadi imam dan memenuhi segala persyaratan. 
Kemungkinan kedua, orang itu hanya memenuhi sebagian persyaratan tetapi cakap 
menjadi imam. Kemungkinan ketiga, orang itu tidak memenuhi syarat dan tidak cakap 
menjadi imam atau pemimpin.  
Terhadap berbagai kemungkinan ini al-Juwaini memberikan alternatif-alternatif 
yang bisa diulakukan . Tapi pada akhirnya dia menyatakan bahwa bila orang yang 
mengambil alih kekuasaan secara otoriter itu sulit ditolak, maka pada akhirnya dia harus 
ditetapkan juga. Al-Juwaini memberikan contoh dengan bai‟atnya Hasan dan Husen r.a. 
kepada Muawiyah r.a. Al-Juwaini menilai bahwa bai‟atnya Hasan dan Husen didasarkan 
pada pertimbangan bahwa Muawiyah pada waktu itu merupakan satu-satunya orang 
yang berhak menjadi imam disamping pertimbangan timbulnya fitnah dan kekacauan 
bila Muawiyah ditolak. 
 Al-Juwaini secara tidak langsung juga mengakui bahwa penguasa pada waktu 
itu (waktu beliau menulis kitab) yang beliau sebut al- shadr al-zamân termasuk orang 
yang mengambil alih kekuasaan melalui kekuatan. Dan terhadap penguasa ini, al-
Juwaini tidak menolak, tapi memberi saran dan kritiknya. Kitab ini diantaranya ditulis 
  
oleh beliau untuk kepentingan penguasa waktu itu. Dengan demikian disamping 
memberi petunjuk saran dan nasehat, beliau secara tidak langsung juga memberikan 
pengakuan. Demikianlah pandangan-pandangan al-Juwaini berkaitan dengan tata cara 
menetapkan imam. 
Sejak zaman klasik sampai zaman pertengahan di dunia Islam tidak dijumpai 
pemikir politik yang menyatakan perlunya jabatan imam dibatasi. Kelihatannya ukuran 
umum yang digunakan ialah kesanggupan dan kemampuan imam untuk memimpin dan 
berlaku adil. Manakala kesanggupan dan kemampuan itu masih ada , tidak ada alasan 
untuk menggeser imam dari jabatannya. Kematianlah yang menjadikan jabatan imam itu 
berakhir. Selain kematian , berakhirnya jabatan imam dapat dijumpai pada pembahasan 
ulama yang berkaitan dengan konsep khal‟u (penggeseran) ,inkhila‟ (tergeser dengan 
sendirinya) dan pengunduran diri. 
Penggeseran atau tergesernya imam erat kaitannya dengan sifat atau syarat  yang 
harus dipenuhi oleh seorang imam. Menurut al-Juwaini, secara garis besar syarat imam 
ada dua , istiqlâl (kemandirian) dan nasab (keturunan quraisy). Kemandirian mencakup 
kecerdasan, keberanian, takwa, wara‟, memiliki visi kedepan , mampu berijtihad , 
memiliki kekuatan dan pengaruh yang luas termasuk di kalangan militer. Semua ini 
diperlukan karena tujuan utama imamah ialah menghimpun dan mengakomodasi 
berbagai pandangan yang berbeda serta menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Tanpa 
adanya kemampuan menyerap berbagai aspirasi yang berbeda dan menuangkannya 
sendiri dalam satu kebijaksanaan, katanya, kepemimpinan tidak akan efektif. 
Menurut al-Juwaini, penganutan agama Islam bagi seorang imam merupakan 
prinsip yang tidak bisa ditawar. Bila imam keluar dari Islam atau murtad, ia tergeser 
dengan sendirinya. Apabila ia kembali memeluk Islam maka jabatan imam tidak 
kembali dengan sendirinya, melainkan harus melalui pemilihan baru. 
Selain murtad atau keluar dari Islam, yang menjadikan imam tergeser adalah 
kelainan jiwa atau gila. Alasannya, imamat dimaksudkan untuk menangani hal-hal 
penting , menjaga persatuan, membangkitkan kreatifitas dan mengamankan wilayah 
baik yang dekat maupun yang jauh. Bila imam tidak mempunyai kemampuan untuk itu , 
maka keberadaannya tidak mempunyai arti. 
Adapun perbuatan imam yang menjadikannya diniali fasik, di kalangan ulama 
terdapat  perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ia tergeser dengan 
sendirinya. Pendapat kedua mengatakan bahwa ia tidak tergeser dengan sendirinya tapi 
wajib digeser oleh ahl al-hall wa al-aqd. 
Al-Juwaini dengan hati-hati mencoba mengemukakan pendapatnya dengan  
menyatakan bahwa menarik kesimpulan bahwa fasik menjadikan seorang imam tergeser 
atau perlu digeser tidak akan membawa hasil atau manfaat. Alasannya, penampilan yang 
mengandung unsur fasik bagi orang yang tidak ma‟shum baik secara implisit maupun 
secara eksplisit umum terjadi dimana-mana. Memang takwa yang baik selalu mengikuti 
perintah dan menjauhi larangan agama. Akan tetapi dorongan untuk selalu mengikuti 
kelezatan dan syahwat selalu timbul terus menerus.  
Salah satu kegiatan imam adalah melakukan taktik untuk menarik militer ke 
medan tempur. Dan tidak akan tertarik ke medan tempur kecuali mreka yang memiliki 
  
“kebrutalan”. Bagaimana mungkin seorng imam bisa menghindar sama sekali dari 
“kebrutalan” militer. Bagaimana mungkin takwa dalam arti sebenarnya bisa istiqamah 
pada tingkah laku imam. Andaikata fasik dijadikan penyebab tergeser atau digesernya 
imam dan obyek penilaian fasik itu seluruh perbuatan atau perkataannya dalam 
menghadapi berbagai situasi, niscaya ketentuan ini hanya akan menyeret masyarakat 
untuk berguncing , mengguncingkan kefasikan imam. Akibat selanjutnya akan terjadi  
sikap pro dan kontra untuk menetapkan atau menolak imam.  
Orang yang mengurus kepentingan kaum muslimin, katanya lebih lanjut, bila ia 
bukan orang yang ma‟shum, ia tidak akan terhindar dari dosa. Andaikata dosa yang 
berkaitan dengan kehidupan pribadinya sulit dihindari, maka dosa akibat hubungan 
dengan hak-hak kaum muslimin seluruhnya lebih sulit lagi. Orang yang arif akan 
melihat adanya dilema pada saat tujuan imamat mau dipertahankan sementara kefasikan 
imam akan menjadikannya tergeser atau digeser secara mutlak.  
Yang jelas katanya, kefasikan imam tidak bisa dipandang secara sempit. 
Kemungkinan pertama yang harus ditempuh ialah menyuruhnya bertaubat dan kembali 
ke jalan yang lurus. Beberapa hadits yang mendorong umat Islam untuk mengikuti 
pemimpin mereka baik dalam keadaan lapang maupun sempit menunjukan perlunya 
imam dipertahankan untuk memutuskan berbagai persoalan di masyarakat.  
Al-Juwaini sendiri mengakui adanya perbedaan perlakuan antara pengangkatan 
imam dan penghentiannya. Pada saat pengangkatan, ahl al-hall wa al-aqd memiliki 
lebih banyak kebebasan untuk menentukan atau memilih siapa yang akan diangkat. Oleh 
karena itu andaikata kesalahan-kesalahan kecil (zillat) yang nampak pada imam 
menjadikan ia harus diberhentikan ,maka akan berakibat rusaknya sendi-sendi 
kekuasaan.   
Jadi dalam masalah penggeseran imam karena fasik, al-Juwaini kelihatannya 
amat hati-hati dan selalu melihat dampak yang akan ditimbulkan. Dia kelihatannya tidak 
menginginkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat akibat penggeseran imam. Ia 
berbeda dengan pandangan yang dikembangkan oleh kalangan Khawarij dan Mu‟tazilah 
yang tidak lagi mengakui imam yang fasiq dan berusaha menggesernya. Sementara 
mayoritas Ahl al-Hadits dan Ahl al-Sunnah memilih untuk bersabar dalam menghadapi 
penguasa yang fasik atau zhalim  
Selain murtad dan gila, yang menjadikan imam tergeser ialah cacatnya anggota 
badan. Imam yang kehilangan penglihatan atau pendengaran akan tergeser dengan 
sendirinya. Sedangkan pada kasus imam tertawan,ia tidak dengan sendirinya tergeser. Ia 
baru berhenti dari jabatannya bila ada penggeseran terhadap dirinya.  
Kelihatannya dalam menentukan kapan imam itu tergeser atau digeser, al-
Juwaini memperhatikan kasus perkasus. Pada saat kekurangan syarat yang ada pada 
imam tergolong kekurangan yang tidak bisa ditolerir karena menjadikan ia tak mampu 
menjalankan fungsinya sebagai imam, seperti murtad, ia tergeser dengan sendirinya. 
Demikian pula kekurangan yang bersifat permanen seperti gila yang tidak ada harapan 
untuk bisa disembuhkan.Dalam hal ini imam tergeser dengan sendirinya. Berbeda 
dengan kasus imam tertawan. Di sini ada kemungkinan imam dibebaskan. Oleh karena 
itu ia tetap memegang jabatan selama belum ada penggeseran. Demikian pula imam 
  
yang fasik , ia tetap menduduki jabatannya selama belum digeser.  
Selain tergeser dan digeser , jabatan imam bisa berakhir dengan pengunduran 
diri. Terhadap pengunduran diri ini tidak semua ulama bisa menerima. Sebagian ulama 
tidak membolehkan imam mengundurkan diri.  
Dengan berusaha mendamaikan kedua pendapat itu, al-Juwaini mengatakan; jika 
pengunduran diri seorang imam diperkiraan akan menimbulkan kekacauan yang 
membawa kemadlaratan terhadap kaum muslimin maka ia tidak boleh mundur. Hal ini 
ibarat seorang muslim yang sedang berada di medan perang menghadapi orang musyrik 
dan ia tahu jika mengundurkan diri maka akan berakibat kekalahan kaum muslimin. 
Maka dia tidak boleh mundur dan harus tetap bertahan di medan pertempuran. 
Sebaliknya bila pengunduran diri imam tidak akan membawa madlarat terhadap kaum 
muslimin bahkan sebaliknya akan meredam demontrasi dan pemberontakan serta 
prtumpahan darah , maka imam tidak boleh dihalangi untuk mengundurkan diri. Dalam 
konteks inilah kasus pengunduran diri yang dilakukan oleh Hasan bin Ali harus 
dipahami. Tindakan Hasan justru sesuai dengan isyarat yang diprediksikan oleh 
Rasulullah jauh sebelumnya , di mana pada saat Hasan masih bayi  sambil mengusap 
kepalanya Rasulullah bersabda : “anakku ini kelak akan menjadi pemimpin yang 
melalui dia , Allah akan mendamaikan dua kelompok besar yang bertikai.” Dengan cara 
demikian pula mestinya kasus Abu Bakar dipahami. Pada kasus Abu Bakar , 
kemaslahatn kaum muslimin berkaitan langsung dengan tetapnya Abu Bakar memegang 
kepemimpinan. Pada saat itu tak seorangpun memiliki kedudukan sepadan dengan 
kedudukan Abu Bakar.  
Apabila pengunduran diri imam tidak membawa efek negatif maupun positif dan 
pada saat itu ada orang lain yang pantas menggantikan kedudukannya sebagai imam, 
maka kedua pendapat ulama yang disebutkan di atas , sama-sama bisa diambil. 
Sungguhpun demikian al-Juwaini secara pribadi berpendapat , jika ada imam yang ingin 
berkhalwat, mengasingkan diri untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah 
hendaklah jangan dihalangi.   
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab yang menjadikan 
jabatan imam berakhir ada empat , pertama wafat, kedua mengundurkan diri, ketiga 
adanya penggeseran  dan keempat karena tergeser dengan sendirinya.  Dua penyebab 
yang terakhir ini ada hubungannya dengan hilangnya kemampuan imam untuk 
menjalankan fungsi imamatnya.  
 Ahl al-Hall wa al-Aqd mempunyai peran besar dalam menetapkan imam 
melalui bay‟at yang dilakukannya. Akan tetapi peran ahl al-hall wa al-aqd menjadi 
berkurang bila proses penetapan imam dilakukan melalui penunjukan imam sebelumnya 
(tauwliyat al-ahd min imam )  dan pengambilalihan hak secara paksa sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas. 
Jika dalam pengangkatan imam ahl al-hall wa al-aqd memiliki peran besar, 
maka demikian pula dalam pemberhentian imam. Akan tetapi  ahl al-hall wa al-aqd 
perlu menempuh  beberapa langkah terlebih dahulu sebelum melakukan pemberhentian. 
Apabila imam diketahui oleh Ahl al-Aqd telah melakukan kezhaliman atau 
ketidakadilan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka yang perlu dilakukan 
  
pertama kali oleh Ahl al-Aqd ialah menasihati dan menyuruhnya bertaubat, kembali ke 
jalan yang lurus. Jika imam mengabaikan nasihat itu, maka langkah berikut yang perlu 
dilakukan oleh Ahl al-Aqd ialah membuat penilaian apakah kekurangan atau kesalahan 
tergolong kecil atau besar. Bila kekurangan atau kesalahan itu dinilai kecil dan tidak 
mengganggu fungsinya dalam menjaga ketertiban umum, maka imam itu masih bisa 
dipertahankan. Bila kesalahan imam dinilai besar dan telah membuat kacaunya keadaan, 
meratanya ketidakadilan, maka kondisi semacam itu bisa dinilai dan diputuskan oleh 
Ahl al-Aqd sebagai kondisi tidak adanya imamat. 
Penilaian dan keputusan Ahl al-Hall wa al-Aqd yang terakhir sama artinya 
dengan menggeser imam secara pasif atau paling tidak merupakan langkah awal dari 
penggeseran imam. Dalam kondisi semacam ini, para mufti, ulama atau mujtahid 
menggantikan kedudukan imam dalam mengurus kepentingan umat. Apabila kondisi 
memungkinkan untuk mengangkat imam yang memenuhi syarat dan didukung oleh 
rakyat, maka Ahl al-Aqd harus segera memilih imam.  Jika imam telah terpilih , masalah 
penting yang harus diaselesaikan oleh imam baru itu adalah menggeser atau 
menggulingkan imamat yang menyimpang. Bila mereka menolak penggeseran itu, maka 
mereka diperlakukan sebagai bughat. 
Dari uraian yang dikemukakan oleh al-Juwaini di atas, tampak bahwa Ahl al-
Hall wa al-Aqd memilki peran besar baik dalam pengangkatan imam maupun dalam 
pemberhentian imam. Dari sini juga tampak bahwa pekerjaan Ahl al-Aqd itu tidak 
selesai dengan telah diangkatnya imam. Mereka bertanggungjawab melakukan 
pengawasan terhadap tingkah laku imam, memberinya nasihat, menyuruhnya bertaubat 
dan menggesernya sekalian kalau memang dipandang perlu dan memungkinkan. Hanya 
saja dalam penggeseran imam yang telah menyimpang, Ahl al-Aqd tidak bertindak 
sendiri secara langsung. Mereka menggesernya secara tidak langsung dengan cara 
mengangkat imam baru dan memperlakukan imam lama yang tidak mau mundur 
sebagai bughat. 
Sungguhpun imam yang telah digeser diperlakukan sebagai bughat, namun 
penumpasan terhadap mereka harus dilakukan dengan hati-hati, guna menghindari 
banyaknya korban. Bila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya petunjuk 
bahwa mereka masih mendapat dukungan kuat dari rakyat, maka imam terpilih tidak 
perlu tergesa-gesa menumpas mereka. Imam harus pandai memilih program yang 
diprioritaskan. Orientasi kepemimpinan mesti diarahkan  kepada hal-hal yang lebih 
banyak  memberi manfaat dan mashlahat bagi kaum muslimin. Bila imam dihadapkan 
pada berbagai pilihan yang semuanya jelek atau mengandung resiko, maka ia harus 
mengambil pilihan pada tindakan yang paling kecil kejelekannya atau resikonya. 
Atas dasar pertimbangan ini al-Juwaini tidak menyetujui tindakan Ali r.a. 
menyerang Mesir dan Siria. Alasannya, meskipin Ali sudah terpilih sebagai imam yang 
sah,  tetapi kekurangan yang ada pada mereka (Mu‟awiyah dan kawan-kawan) tidak 
sebanding dengan resiko terbunuhnya l00.000 kaum muslimin. Al-Juwaini selanjutnya 
menyebut beberapa nama sahabat terpandang yang lebih memilih diam, tidak ikut 
berperang. Di antara mereka adalah Saad bin Abi Waqash, Sa‟id bin Zaid, Abu Musa al-
Asy‟ary, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid dan Ayyub al-Anshari. Pada saat Ali 
  
mengajak Saad untuk berperang, dia menjawab dengan diplomatis ; saya tidak akan 
keluar sebelum saya memilki pedang yang punya dua bibir dan bisa memberitahukan 
mana orang yang mukmin dan mana orang yang munafik.                                                                                                                                                                
Al-Juwaini mengakui andaikata kesalahan-kesalahan kecil (zillat) yang tampak 
pada imam menjadikan ia harus diberhentikan, maka akan berakibat rusaknya sendi-
sendi kekuasaan. 
Dalam membahas imam mafdlul , al-Juwaini menyampaikan adanya dua 
pandangan yang berbeda. Pandangan pertama membolehkan diangkatnya imam mafdlûl 
meskipun ada yang fâdlil. Pandangan kedua yang didukung oleh sebagian besar ulama 
ushul (teolog) menyatakan bahwa pengangkatan imam mafdlûl tidak sah bila masih ada 
al-fâdlil. Dengan berusaha mencari jalan tengah, al-Juwaini mengatakan, jika 
mengangkat imam al-fâdlil mengalami kesulitan dan kemaslahatan kaum muslimin 
menghendaki diterimanya al-mafdlûl maka hal itu tidak jadi masalah. Hal ini misalnya 
karena kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan lebih condong kepada al-mafdlûl, 
sehingga bila al-fâdlil yang dipilih maka akan terjadi fitnah, kekacauan dan pecahnya 
militer. Hal ini karena tujuan mengangkat imam adalah untuk kemaslahatan umat  
sehingga jika memilih al-fâdlil akan menimbulkan mafsadat, maka tidak perlu 
dilanjutkan. Akan tetapi jika masih memungkinkan mengangkat al-fâdlil maka haram 
mendahulukan mafdlûl. Persoalan ini diakui oleh al-Juwaini sebagai persoalan yang 
rumit.  
Selanjutnya al-Juwaini menyatakan, bila ada dua orang yang sama-sama 
memenuhi syarat, yang satu lebih wara‟ dan yang lain lebih cakap dalam politik dan 
kepemimpinan maka yang dipakai orang kedua. Dan bila ada dua calon, yang satu lebih 
intelek (faqih) dan yang lain lebih pandai mengurus militer, maka pilihan disesuaikan 
dengan tuntutan situasi. 
Menurut Imam al-Juwaini, bila kondisi memungkinkan maka di seluruh dunia 
Islam hanya diperkenankan ada satu imam. Karena tujuan imamah adalah untuk 
menghimpun berbagai pandangan yang ada. Dengan demikian, adanya satu 
kepemimpinan akan memiliki faedah yang besar untuk menyelesaikan perbedaan 
pendapat. Bila tidak ada satu rujukan kepemimpinan dan umat Islam itu saling bersaing, 
saling mengalahkan dan saling menjatuhkan, maka rakyat akan kacau,penguasa dan 
rakyatnya saling berantakan. Bila dalam satu wilayah berdiri satu imamah dan di 
wilayah lain ada juga imamah, padahal kedua wilayah itu masih mungkin dijangkau 
oleh satu imam, maka imamah itu batal. Inilah pandangan yang telah disepakati, kata al-
Juwaini. 
Perbedaan pendapat itu muncul dalam kondisi dimana ada kesulitan untuk 
menjadikan umat Islam satu kepemimpinan, misalnya karena luasnya wilayah atau 
karena tersebarnya umat Islam dalam berbagai pulau atau benua. Dalam kondisi 
semacam ini Al-Juwaini  berpandangan bahwa bila kondisinya memang sulit untuk 
dijangkau oleh satu orang imam, maka dalam wilayah lain bisa dibentuk  kepemimpinan 
tetapi dalam kapasitas sebagai amir bukan imam. Bila hambatan-hambatan yang 
menimbulkan kesulitan itu telah hilang, maka amir itupun harus  menyerahkan 
kekuasaannya kepada imam. Demikian juga bila di suatu wilayah tidak dijumpai 
  
kepemimpinan, kemudian berdiri kepemimpinan di daerah itu sementara di daerah lain 
juga terjadi hal yang sama, maka status keduanya adalah amir. Sehingga bila telah 
memungkinkan berdiri satu imamah, maka kedua amir itu  harus menyerahkan 
kepemimpinannya kepada imam. Karena bagi al-Juwaini, imam idealnya hanya satu dan 
itu menjadi rujukan bagi seluruh kaum muslimin. 
Al-Juwaini dalam pembahasannya tentang orang-orang yang bisa membantu atau 
mewakili imam, menyatakan bahwa imam mesti memiliki wakil dan pembantu. Yang 
tidak bisa digantikan atau diwakilkan oleh orang lain adalah persoalan-persoalan atau 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang  bersifat menyeluruh. Karena tujuan diadakannya 
imam justru untuk mengawasi persoalan-persoalan umum yang merupakan hak rakyat. 
Imam sebagai wakil rakyat selamanya tidak bisa lepas dari persoalan ini.   Pekerjaan-
pekerjaan imam yang bisa diwakili oleh orang lain ada yang bersifat umum dan ada 
yang bersifat khusus. Pekerjaan yang bersifat umum adalah pekerjaan yang tidak bisa 
diukur secara rinci kriteria maupun tujuannya seperti pekerjaan seorang hakim dalam 
peradilan. Sebaliknya pekerjaan yang bersifat khusus adalah pekerjaan-pekerjaan yang 
jelas bisa diukur seperti pekerjaan menarik zakat atau pekerjaan untuk mengurus barang 
tambang. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus ini boleh diserahkan kepada orang yang 
memenuhi dua syarat. Pertama rajin dan taat beragama, kedua menguasai atau ahli 
dalam bidangnya.  
Adapun pekerjaan umum seperti memutus perkara atau menyelesaikan sengketa 
antara pihak-pihak yang bermusuhan maka ada dua pandangan yang muncul. Pertama , 
pandangan Muhammad bin Idris al-Syafi‟I yang menyatakan bahwa syarat bagi orang 
yang mau memutus sengketa di masyarakat adalah memiliki sifat-sifat mujtahid. 
Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkannya. Al-Juwaini sendiri berpendapat 
bahwa syarat ijtihad diperlukan dalam hal ini. 
Apa yang dijelaskan oleh al-Juwaini sebenarnya lebih merupakan adanya 
pelimpahan kekuasaan (distribution of power) bukan pemisahan kekuasaan ( separation 
of power) sebab dalam teori al-Juwaini sumber kekuasaan memang rakyat tapi rakyat 
kemudian menyerahkan atau mewakilkan kekuasaannya kepada imam. Imam sebagai 
pihak yang menerima mandat langsung dari rakyat , kemudian mendistribusikan 
kekuasaan kepada bawahannya termasuk kekuasaan yudikatif. Jadi imam pada dasarnya 
pemegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif sekaligus.  
Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri yang menonjol dari pemikiran al-
Juwaini adalah sifatnya yang realistik, akomodatif terhadap berbagai pendapat yang 
muncul di masyarakat, selalu berupaya mencari sintesis dari berbagai pertentangan 
pendapat dan penghargaannya yang tinggi  terhadap ijma atau konsensus sebagai salah 
satu cara mencari kepastian dalam hal-hal yang diperselisihkan.  Gambaran  realistis 
serta akomodatif dari pemikiran al-Juwaini dapat dianalisa pada tema-tema pembahasan 
atau sikap seperti berikut ini.a) Imamat berdiri karena adanya tuntutan memelihara 
keamanan dan ketertiban b) ijma atau konsensus sebagai dasar untuk mengambil 
keputusan-keputusan politik yang bersifat ijtihadi. c) pandangannya bahwa keputusan 
yang diambil oleh penguasa tidak harus  dalam bentuk suara bulat. d) penerimaannya 
terhadap suku Quraisy sebagai syarat imam atas pertimbangan sosiologis e) 
  
penerimaannya terhadap imam mafdlul f) penerimaannya terhadap imam yang fasik  g) 
penerimaannya terhadap munculnya dua imam atau lebih dalam satu masa. h) 
penerimaannya terhadap orang yang mengambil alih imamah (kekuasaan) dengan jalan 
paksa (kudeta) dan i) sikapnya yang lebih mementingkan legitimasi politik ketimbang 
legitimasi hukum.    
Berdasarkan sejumlah uraiannya di berbagai tempat, dimana beliau selalu 
mengembalikan segala sesuatu kepada fungsinya sambil memberikan uraian secara 
rasional maka realisme yang dikembangkan kiranya bisa disebut sebagai realisme 
fungsional atau realisme yang rasional.  Barangkali ini ada hubungannya dengan 
pemikiran teologinya yang juga rasional.  
Meskipun terbukti bahwa al-Juwaini memiliki pemikiran realis dalam konsep 
imamatnya , tapi bukan berarti dia tidak memiliki idealisme. Gagasannya agar 
kepemimpinan dalam Islam meneladani contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah dan 
khulafa al-rasyidin serta keinginannya menyatukan umat Islam dalam satu 
kepemimpinan , menunjukan bahwa dia sebenarnya tidak menyerah begitu saja terhadap 
realitas obyektif yang dialami dunia Islam, di mana pada waktu itu telah muncul lebih 
dari satu khilafah di dunia Islam. Idealismenya juga tampak dalam gagasannya 
menginginkan khalifah yang berkualifikasi mujtahid, mendapat dukungan dari berbagai 
lapisan masyarakat, serta mampu bersikap adil baik terhadap dirinya maupun terhadap 
masyarakatnya 
Adapun hal-hal yang sudah tidak relevan dari pemikiran Imam al-Haramain 
adalah tidak dilibatkannya wanita dalam politik, adanya pembatasan hak politik bagi 
non muslim, persetujuannya terhadap hukuman mati bagi orang murtad serta 
pandangannya tentang dibolehkannya seorang imam berdakwah dengan kekerasan 
(pedang).  
    
Hubungan Agama dan Kekuasaan  
 
Sesungguhnya agama dan kekuasaan dalam konsepsi imamat al-Juwaini tidak 
bisa dipisahkan. Kaitan antara agama dan kekuasaan dalam pemikiran al-Juwaini 
tampak misalnya, pada saat dia menyatakan bahwa kewajiban mendirikan imamah 
adalah wajib syar‟i, imam idealnya berkualifikasi mujtahid (orang yang betul-betul 
memahami ajaran agama) dan yang lebih penting adalah bahwa imamah atau khilafah 
dalam pandangan al-Juwaini adalah pelanjut kepemimpinan rasul, di mana rasul 
menurut pandangannya bukan hanya sebagai pemimpin agama tapi juga pemimpin 
dunia. Jadi agama tidak bisa dipisahkan dari negara atau pemerintahan karena negara 
atau pemerintah berkewajiban mengurus persoalan agama terutama kegiatan agama 
yang melibatkan massa cukup banyak.  
Bila hubungan antara agama dan politik dalam pandangan al-Juwaini diukur 
dengan tiga klasifikasi hubungan yang dikemukakan oleh Masykuri Abdillah, yakni 
integrated, intersectional dan separated,  maka penulis cenderung untuk memasukkan 
konsep al-Juwaini dalam hubungan agama dan politik kedalam  dua kategori yakni 
integrated dan intersectional. Ia pada dasarnya mengidealkan adanya hubungan 
  
integrated yang berati bahwa pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara. Dan 
karenanya ia menysratakan kepala negara yang memiliki kualifikasi mujtahid. Tapi bila 
tidak memungkinkan , ia menerima semacam pemisahan antara pemimpin agama dan 
pemimpin politik (separated). Sungguhpun demikian ia tetap melihat agama mesti 
punya peran penting dalam politik. Agama bukan hanya menjadi landasan moral, etika 
dan spiritual tapi juga sebagai ideologi atau sub ideologi politik. 
Pandangan ini berbeda dengan pandangan al-Mawardi yang tampaknya lebih 
cenderung ke hubungan intersectional atau hubungan simbiosis . Hal ini juga berbeda 
dengan Al-Ghazali yang melalui sebagian pernyataannya bisa dikatakan bahwa dia 
memilih hubungan simbiosis. Tetapi bila melihat pernyataan al-Ghazali yang dengan 
tegas membedakan antara fungsi penguasa dan fungsi ulama  dimana yang pertama 
bertugas pada aspek lahir atau jasmani saja sedang yang kedua bertugas pada aspek 
batin atau rahani saja, maka bisa dikatakan bahwa al-Ghazali cenderung juga ke 
hubungan separated. 
 
Hubungan Penguasa dan Rakyat  
 
Kalau hubungan antara penguasa dengan rakyat pada masa khulafa al-rasyidin 
digambarkan oleh Munawir Sjadzali sebagai hubungan antara dua peserta dari satu 
kesepakatan dua tingkat, maka hubungan penguasa dan rakyat yang digambarkan oleh 
al-Juwaini dalam konsepsinya tentang imamat juga mempunyai kemiripan, mengingat 
dalam merumuskan konsepsinya  al-Juwaini menjadikan prilaku Rasul dan khulafa al-
rasyidin sebagai contoh.  Kesepakatan untuk melaksanakan ajaran Islam sebagaimana 
yang diwariskan oleh Nabi tercermin dalam rumusan al-Juwaini berkaitan dengan tugas-
tugas Imam  yang berkaitan dengan persoalan agama. Sedangkan kesepakatan  untuk 
melestarikan dan mempertahankan kehidupan bernegara yang telah dirintis oleh Nabi 
tercermin dalam rumusan al-Juwaini tentang tugas-tugas imam berkaitan dengan urusan 
dunia. Dalam kesepakatan itu juga tercermin adanya hubungan timbal balik. Di satu sisi 
rakyat berjanji setia kepada khalifah, sebaliknya khalifah berkewajiban menjalankan 
tugasnya.  
Hubungan timbal balik ini tercermin dalam bai‟at yang dalam konsepsi politik 
al-Juwaini merupakan unsur penting dalam proses penetapan imam. Dengan adanya 
hubungan timbal balik ini terjadilah keseimbangan. Di satu sisi penguasa bisa 
menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar janji setia untuk mendukung 
kebijaksanaan Imam, di sisi lain rakyat  melalui ahl al-hall wa al-aqd juga bisa menegur, 
memperingati bahkan menjatuhkan imam yang dinilai sudah tidak mampu 
melaksanakan tugasnya. Bedanya hak rakyat untuk menjatuhkan imam dijelaskan 
tahapan-tahapannya dengan cukup rinci oleh Al-Juwaini Imam al-Haramaain , sedang  
pemikir lain yang sezaman seperti al-Ghazali dan al-Mawardi tidak menjelaskan 
prosedurnya secara rinci. 
Dari uraian diatas tampak bahwa bagi al-Juwaini sumber kedaulatan adalah 
rakyat yang diwakikli oleh ahl al-hall a al-aqd dan karenanya bentuk pemerintahan 
menurutnya cenderung demokratis. Memang ada uraian dari al-Juwaini , seperti 
  
ungkapan Allah menetapkan sulthan , yang bisa dipahami bahwa ia memilih bentuk 
teokrasi. Tetapi bila uraian itu dihubungkan dengan penjelasan beliau pada tempat yang 
lain, khususnya yang menjelaskan prosedur pengangkatan dan pemberhentian imam,  
maka akan sulit untuk menyimpulkan bahwa al-Juwaini memiliki paham teokrasi dalam 
pemerintahan.  
Bila pemikiran al-Juwaini  tentang corak pemerintahan dilihat dari wacana 
tentang teori kedulatan yang berkembang dalam Islam dewasa ini yakni teokrasi, 
demokrasi, teo-demokrasi, nomokrasi,  aristokrasi serta gabungan antara demokrasi dan 
aristokasi, maka corak pemerintahan dalam konsep al-Juwaini berada antara demokrasi 
dan aristokrasi, atau antara demokrasi dan teokrasi. Kalaupun ada unsur aristokrasi di 
dalamnya maka yang dimaksud adalah bukan pemerintahan bangsawan dari keturunan 
tertentu tapi maksudnya adalah bahwa ahl al-hall wa al-aqd punya peran penting dalam 
konsep imamatnya . Kalaupun ada unsur teokrasi di dalamnya maka maksudnya bukan 
berarti ada unsur pemimpin agama yang mewakili Tuhan sehingga keputusannya 
menjadi mutlak tapi lebih dimaksudkan sebagai sebutan bahwa dalam sistem imamat 
ada hukum atau pesan Tuhan yang harus dipelihara. 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan data yang ada  serta berdasarkan kriteria pemikiran politik realis 
yang penulis buat, maka bisa disimpulkan bahwa al-Juwaini Imam al-Haramain terbukti 
memiliki pemikiran politik yang realis.   
Kemudian berdasarkan sejumlah uraiannya di berbagai tempat, dimana beliau 
selalu mengembalikan segala sesuatu kepada fungsinya sambil memberikan uraian 
secara rasional dan kontekstual  maka realisme yang dikembangkan kiranya bisa disebut 
sebagai realisme fungsional atau realisme yang rasional.  
Kemudian , bila hubungan antara agama dan kekuasaan dalam pandangan al-
Juwaini Imam al-Haramain diukur dengan tiga klasifikasi hubungan yang dikemukakan 
baik oleh Masykuri Abdillah atau Munawir Sjadzali yakni,  integrated, intersectional 
dan separated,  maka penulis cenderung untuk memasukkan konsep al-Juwaini dalam 
hubungan agama dan kekuasaan kedalam  dua kategori yakni integrated dan 
intersectional. Ia pada dasarnya mengidealkan adanya hubungan integrated yang berati 
bahwa pemimpin agama juga sebagai pemimpin negara. Tapi bila tidak memungkinkan , 
ia menerima semacam pemisahan antara pemimpin agama dan pemimpin politik 
(separated) tapi keduanya harus saling mendukung.   
Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam konsep Imamatnya al-Haramain 
bersifat kontraktual dalam bentuk  hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hak 
dan kewajiban yang seimbang. Rakyat diminta taat pada imamnya tapi imam juga 
diminta melakanakan tugas dan kewajibannya.  
Bila pemikiran al-Juwaini  Imam al-Haramain tentang corak pemerintahan 
dilihat dari wacana tentang teori kedulatan yang berkembang dalam Islam dewasa ini 
yakni teokrasi, demokrasi, teo-demokrasi, nomokrasi,  aristokrasi serta gabungan antara 
demokrasi dan aristokasi, maka corak pemerintahan dalam konsep al-Juwaini berada 
antara demokrasi dan aristokrasi, atau antara demokrasi dan teokrasi. Kalaupun ada 
  
unsur aristokrasi di dalamnya maka yang dimaksud adalah bukan pemerintahan 
bangsawan dari keturunan tertentu tapi maksudnya adalah bahwa ahl al-hall wa al-aqd 
punya peran penting dalam konsep imamatnya.  
Al-Juwaini sendiri lebih suka menyebut konsepsinya tentang kepemimpinan atau 
politik ini dengan sebutan imâmat atau khilâfat dan secara ideal beliau menginginkan 
hanya ada satu imâmat atau khilâfat bagi kaum muslimin.  
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